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ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selalu mengalami defisit anggaran, sehingga pemerintah
terus berupaya untuk meminimalkan defisit anggaran dengan meningkatkan besaran iuran bulanan untuk peserta mandiri
kelas satu dan dua. Selain itu, sistem pembayaran juga mengalami perubahan yaitu dari bersifat individu menjadi kolektif
untuk seluruh anggota keluarga. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis hubungan sistem pembayaran iuran
satu keluarga (kolektif) terhadap perpindahan kelas kepesertaan dan kepatuhan peserta dalam membayarkan iuran
bulanan. Metode penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional, dengan sampel penelitian adalah peserta
BPJS mandiri di Kabupaten Malang yang terpilih secara acak. Analisis data dilakukan dengan uji chi square. Responden
cenderung tetap pada kelas kepesertaan yang sama, patuh dalam pembayaran iuran dan juga cenderung mendukung
adanya sistem pembayaran kolektif yang ditetapkan oleh BPJS. Akan tetapi hasil uji statistik menunjukkan penerapan
sistem pembayaran iuran kolektif tidak berhubungan dengan terjadinya perpindahan kelas kepesertaan (p=0,67) dan
berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran (p=0,020). Upaya edukasi dan sosialisasi kepada peserta BPJS mandiri
perlu terus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran peserta dalam kepatuhan membayar iuran serta memberdayakan
kelompok-kelompok masyarakat.

Kata kunci: BPJS mandiri, kolektif, kepatuhan

ABSTRACT

BPJS run into a budget deficit up to Rp. 5,7 trillion in 2015, reach Rp. 9,7 tril trillion ion deficit in 2016 and reach Rp.
9 trillion in the end of 2017 a budget deficit. The government try to minimalize the budget deficit in BPJS with increasing
monthly premium of class 1 and class 2 individual participant. Furthermore the payment system has switched into
collective system payment to all of family member. The aim of this research is to analyze correlation between collective
payment system with movement of class participation and the participant compliance in monthly premium. The research
method use cross sectional design, with sample research is individual participant of BPJS in Malang Regency at random
sampling. Data analysis use chi square statistical test. The results indicated that most of respondent is women (67 %), with
the most profession as housewife (40%). Age range between 35—44 years old (27%) and last education in high school
(41%). Has a middle income level and low level expenditure. Collective payment system application is correlate with class
participant movement of (p=0,032) and monthly premium compliance (p=0,007). Educational effort and dissemination to
individual participation should be continue implemented to increase participant awareness in monthly premium compliance.
Empowering community groups in order to enable individual participant to fulfill monthly premium.
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PENDAHULUAN

Pencapaian UHC (Universal Health Coverage)
menjadi isu penting dimana Indonesia menargetkan
pencapaian UHC pada tahun 2019. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan
bahwa pada tahun 2015 BPJS mengalami defisit
anggaran yang mencapai Rp. 5.7 triliun, pada tahun
2016 ketimpangan rasio klaim mencapai Rp. 9,7
triliun dan pada akhir tahun 2017 diperkirakan defisit
anggaran juga mencapai Rp. 9 triliun (Utama, 2017).
Pemerintah berupaya untuk meminimalkan defisit
anggaran dengan meningkatkan besaran iuran
bulanan untuk peserta mandiri kelas satu dan dua
yaitu sebesar Rp. 51.000,- per orang per bulan untuk
kelas Il dan sebesar Rp. 80.000,- per orang per bulan
untuk kelas | (Indonesia, 2016).

Terbitnya Peraturan Presiden nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor
12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) diiringi dengan terbitnya peraturan Direksi
BPJS nomor 16 Tahun 2016 tentang mekanisme
pembayaran iuran JKN. Tagihan iuran Peserta Bukan
Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Peserta (BP)
adalah bersifat kolektif. Maksud dari bersifat kolektif
adalah untuk seluruh anggota keluarga sebagaimana
terdaftar pada Kartu Keluarga dan atau yang sudah
didaftarkan sebagai anggota keluarga (BPJS, 2016).
Sistem pembayaran kolektif tersebut berlaku sejak
1 September 2016, sehingga transaksi pembayaran
untuk seluruh anggota keluarga cukup dilakukan satu
kali dengan menghitung jumlah iuran dari seluruh
anggota yang terdaftar dalam KK tersebut. Manfaat
dari sistem pembayaran kolektif adalah menghindari
adanya penagihan double/berulang dan lebih
praktis.

Hasil penelitian Wargina (2017) tentang persepsi
peserta BPJS dalam penerapan pembayaran
kolektif menyatakan bahwa beberapa informan
penelitiannya belum mengetahui adanya pembayaran
kolektif keluarga melalui virtual account sehingga
menyebabkan menunggak pembayaran iuran dan
juga beberapa masih menunggak pembayaran saat
masih menggunakan sistem sebelumnya. Selain itu
sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka
belum mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak
BPJS Kesehatan dan juga adanya kesulitan dalam
mengakses informasi tersebut (Wargina, 2017).

Kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri
merupakan tantangan tersendiri bagi BPJS untuk
meningkatkan kolektibilitas anggaran. Kondisi
tersebut karena peserta BPJS mandiri tidak

memiliki instansi atau lembaga yang menanggung
pembayaran iuran bulanan. Tujuan penelitian adalah
melakukan analisis hubungan sistem pembayaran
iuran satu keluarga (kolektif) dengan perpindahan
kelas kepesertaan dan kepatuhan peserta dalam
membayarkan iuran bulanan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan menggunakan rancangan cross sectional.
Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Malang pada
Tahun 2017 dengan sasaran penelitian adalah
peserta BPJS Mandiri. Jumlah populasi berdasarkan
laporan BPJS Kesehatan Jawa Timur untuk Peserta
Mandiri di Kab. Malang sampai dengan Bulan
Oktober 2016 adalah 136.830 peserta. Perhitungan
sampel menggunakan metode simple random
sampling dengan rumus Slovin sehingga diperoleh
sampel sebanyak 399 peserta. Adanya perubahan
sistem pembayaran iuran peserta dari individu
menjadi kolektif satu KK, sehingga sampel sejumlah
399 disederhanakan dengan pengelompokan KK
(Kepala Keluarga). Berdasarkan data BPS Kabupaten
Malang bahwa rata-rata anggota keluarga dalam 1
KK di Kab. Malang adalah 3.7 (4 individu) sehingga
diperoleh sampel KK sebanyak 99.75 atau dibulatkan
menjadi 100. Sehingga total sampel dalam penelitian
ini adalah 100 peserta yang mewakili masing-masing
1 KK.

Instrumen penelitian mengunakan kuesioner
dengan Skala Likert dengan 4 kategori yaitu Sangat
Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat
Tidak Setuju (STS) dan wawancara mendalam
dengan pemangku kebijakan terkait. Pengolahan data
dilakukan dengan penghitungan skor Skala Likert,
kemudian dianalisis dengan uji statistik crosstab,
dan uji chi square untuk mengetahui ada tidaknya
hubungan antar variabel.

HASIL

Perpindahan Kelas Kepesertaan Berdasarkan
Karakteristik Demografi Responden

Perpindahan kelas dalam Kepesertaan BPJS
Kesehatan banyak terjadi dalam beberapa tahun sejak
diperlakukannya BPJS. Gambaran perpindahan kelas
kepesertaan dengan kategori pindah kelas dan tetap
berdasarkan karakteristik demografi responden yang
terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan,
dan pendapatan dapat diketahui pada Tabel 1.

45



Buletin Penelitian Sistem Kesehatan — Vol. 22 No. 1 Januari 2019: 44-53

Tabel 1 menunjukkan perpindahan kelas
kepesertaan. Kecenderungan responden sejak
diberlakukannya sistem pembayaran kolektif adalah
memutuskan untuk tetap pada kelas kepesertaan

yang sama baik pada faktor jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan dan pendapatan. Pada faktor pekerjaan
responden yang tidak bekerja cenderung untuk
pindah kelas kepesertaan.

Tabel 1. Crostabulasi Perpindahan Kelas Kepesertaan BPJS Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Demografi di

Kabupaten Malang Tahun 2017

L . Pindah Kelas Tetap Total
Karakteristik Demografi
n % n % Jumlah %

Jenis Kelamin

Laki-Laki 3 9,1 30 90,9 33 100,0

Perempuan 18 26,9 49 73,1 67 100,0
Pendidikan

Tidak Tamat SD 1 4,8 3 3,8 4 100,0

Tamat SD 3 15,8 16 84,2 19 100,0

Tamat SMP 6 22,2 21 77,8 27 100,0

Tamat SMA 6 14,6 35 85,4 41 100,0

Perguruan Tinggi 5 55,6 4 44 .4 9 100,0
Pekerjaan

Tidak Bekerja 2 50,0 2 50,0 4 100,0

Pegawai Swasta 15 68,2 7 31,8 22 100,0

Wiraswasta 19 67,9 9 32,1 28 100,0

Petani/Nelayan/Buruh 4 66,7 2 33,3 6 100,0

Lainnya (IRT) 21 52,5 19 47,5 40 100,0

Pendapatan
Rendah
Sedang
Tinggi

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Pendidikan
Tidak Tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Perguruan Tinggi

Pekerjaan
Tidak Bekerja
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Petani/Nelayan/Buruh
Lainnya (IRT)
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6 18,2 27 81,8 33 100,0
10 23,3 33 76,7 43 100,0
1 7,7 12 92,3 13 100,0

3 9,1 30 90,9 33 100,0
18 26,9 49 731 67 100,0

1 4,8 3 3,8 4 100,0
3 15,8 16 84,2 19 100,0
6 22,2 21 77,8 27 100,0
6 14,6 35 85,4 41 100,0
5 55,6 4 44,4 9 100,0
2 50,0 2 50,0 4 100,0
15 68,2 7 31,8 22 100,0
19 67,9 9 32,1 28 100,0
4 66,7 2 33,3 6 100,0
21 52,5 19 47,5 40 100,0
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L. . Pindah Kelas Tetap Total
Karakteristik Demografi
n % n % Jumlah %

Pendapatan

Rendah 6 18,2 27 81,8 33 100,0

Sedang 10 23,3 33 76,7 43 100,0

Tinggi 1 7,7 12 92,3 13 100,0
Jenis Kelamin

Laki-Laki 3 9,1 30 90,9 33 100,0

Perempuan 18 26,9 49 73,1 67 100,0
Pendidikan

Tidak Tamat SD 1 25,0 3 75,0 4 100,0

Tamat SD 3 15,8 16 84,2 19 100,0

Tamat SMP 6 22,2 21 77,8 27 100,0

Tamat SMA 6 14,6 35 85,4 41 100,0

Perguruan Tinggi 5 55,6 4 444 9 100,0
Pekerjaan

Tidak Bekerja 3 75 1 25 4 100,0

Pegawai Swasta 3 13,6 19 86,4 22 100,0

Wiraswasta 5 17,9 23 82,1 28 100,0

Petani/Nelayan/Buruh 1 16,7 5 83,3 6 100,0

Lainnya (IRT) 9 22,5 31 77,5 40 100,0

Tabel 2. Crostabulasi Persepsi Kepatuhan Pembayaran luran BPJS Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Demografi
Responden di Kabupaten Malang Tahun 2017

L . Patuh Tidak Patuh Total
Karakteristik Demografi
n % n % Jumlah %

Jenis Kelamin

Laki-Laki 25 75,8 8 24,2 33 100,0

Perempuan 36 53,7 31 46,3 67 100,0
Pendidikan

Tidak Tamat SD 2 50,0 2 50,0 4 100,0

Tamat SD 13 68,4 6 31,6 19 100,0

Tamat SMP 18 66,7 9 33,3 27 100,0

Tamat SMA 22 53,7 19 46,3 41 100,0

Perguruan Tinggi 6 66,7 3 33,3 9 100,0
Pekerjaan

Tidak Bekerja 3 14,3 1 1,3 4 100,0

Pegawai Swasta 3 13,6 19 86,4 22 100,0

Wiraswasta 5 17,9 23 82,1 28 100,0

Petani/Nelayan/Buruh 1 16,7 5 83,3 6 100,0

Lainnya (IRT) 9 22,5 31 77,5 40 100,0
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Karakteristik Demografi

Patuh Tidak Patuh Total

n % n % Jumlah %

Pendapatan
Rendah
Sedang
Tinggi

Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

Pendidikan
Tidak Tamat SD
Tamat SD
Tamat SMP
Tamat SMA
Perguruan Tinggi

Pekerjaan
Tidak Bekerja
Pegawai Swasta
Wiraswasta
Petani/Nelayan/Buruh
Lainnya (IRT)

20 60,6 13 39,4 33 100,0
29 67,4 14 32,6 43 100,0
7 53,8 6 46,2 13 100,0
25 75,8 8 24,2 33 100,0
36 53,7 31 46,3 67 100,0
2 50,0 2 50,0 4 100,0
13 68,4 6 31,6 19 100,0
18 66,7 9 33,3 27 100,0
22 53,7 19 46,3 41 100,0
6 66,7 3 33,3 9 100,0
2 50 2 50 4 100,0
15 68,2 7 31,7 22 100,0
19 67,9 9 32,1 28 100,0
4 66,7 2 33,3 6 100,0
21 52,5 19 47,5 40 100,0

Persepsi Kepatuhan Pembayaran luran BPJS
Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Demografi
Responden

Kepatuhan Pembayaran luran BPJS merupakan
hal yang penting untuk dilaksanakan seluruh
peserta BPJS karena tanpa dasar ini JKN tidak
akan terlaksana dengan baik. Gambaran kepatuhan
pembayaran iuran dengan kategori patuh dan tidak
patuh berdasarkan karakteristik demografi responden
dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan gambaran kecenderungan
kepatuhan pembayaran iuran berdasarkan
karakteristik demografi responden. Responden
cenderung patuh dalam hal pembayaran iuran
berdasarkan faktor jenis kelamin, pendidikan dan
pekerjaan. Laki-laki cenderung lebih patuh dibanding
perempuan, kelompok pendidikan yang tidak tamat
SD dan kelompok responden yang tidak bekerja
sama besar antara yang patuh dan tidak patuh.
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Persepsi Sistem Pembayaran luran Kolektif
BPJS Kesehatan Berdasarkan Karakteristik
Demografi Responden

Adanya pergantian sistem pembayaran iuran BPJS
Kesehatan secara kolektif satu keluarga memberikan
wacana baru bagi pesertanya. Gambaran persepsi
masyarakat terhadap sistem pembayaran iuran
BPJS Kesehatan secara kolektif dengan kategori
mendukung sistem dan tidak mendukung sistem
berdasarkan karakteristik demografi responden
dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3 menunjukkan gambaran sistem
pembayaran iuran kolektif berdasarkan karakteristik
demografi responden. Responden cenderung
mendukung adanya perubahan sistem pembayaran
dari individu menjadi sistem kolektif. Pada faktor
tingkat pendidikan, responden yang tidak tamat SD
dan tamat SD lebih banyak tidak mendukung sistem
kolektif. Demikian pula responden dengan pekerjaan
sebagai petani/nelayan/buruh.
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Tabel 3. Crostabulasi Persepsi Sistem Pembayaran luran Kolektif BPJS Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Demografi

Responden di Kabupaten Malang Tahun 2017

L. . Mendukung Tidak Mendukung Total
Karakteristik Demografi P p
n %o n % Jumlah %o

Jenis Kelamin

Laki-Laki 17 51,5 16 48,5 33 100,0

Perempuan 36 53,7 31 46,3 67 100,0
Pendidikan

Tidak Tamat SD 0 0,0 4 100,0 4 100,0

Tamat SD 7 36,8 12 63,2 19 100,0

Tamat SMP 16 59,3 11 40,7 27 100,0

Tamat SMA 25 61,0 16 39,0 41 100,0

Perguruan Tinggi 5 55,6 4 44 4 9 100,0
Pekerjaan

Tidak Bekerja 3 75,0 1 25,0 4 100,0

Pegawai Swasta 13 59,1 9 40,9 22 100,0

Wiraswasta 15 53,6 13 46,4 28 100,0

Petani/Nelayan/Buruh 1 16,7 5 83,3 6 100,0

Lainnya (IRT) 21 52,5 19 47,5 40 100,0

Tabel 4. Persentase Tingkat Pendapatan Menurut
Persepsi Responden Peserta BPJS Mandiri di
Kab. Malang Tahun 2017

Tingkat Pendapatan

Persepsi Responden

(n=89) Rendah Sedang Tinggi

(%) (%) (%)
Perpindahan Kelas
Peserta
Tetap 81,8 76,7 92,3
Pindah 18,2 23,3 7.7
Kepatuhan Membayar
luran
Patuh 60,6 67,4 53,8
Tidak Patuh 39,4 32,6 46,2
Dukungan terhadap sistem
kolektif
Mendukung 33,3 62,8 76,9
Tidak Mendukung 66,7 37,2 231

Tingkat Pendapatan Peserta BPJS Mandiri
Menurut Persepsi Responden

Dalam penelitian ini, untuk variabel tingkat
pendapatan terdapat 11 responden yang tidak
berkenan menyampaikan jumlah atau besaran
pendapatan per bulan, sehingga gambaran
kecenderungan tingkat pendapatan dapat dilihat
pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa
responden dengan tingkat pendapatan rendah,
sedang maupun tinggi cenderung berada pada
kelas kepesertaan yang sama atau tetap. Pada
faktor kepatuhan pembayaran iuran, responden
juga cenderung patuh dan dengan adanya sistem
pembayaran yang terbaru, responden juga
mendukung adanya sistem pembayaran iuran secara
kolektif. Hanya responden dengan tingkat pendapatan
rendah tidak mendukung adanya sistem pembayaran
kolektif karena dirasa memberatkan.

Korelasi Sistem Pembayaran luran Kolektif
Terhadap Perpindahan Kelas Kepesertaan BPJS
Kesehatan

Perubahan metode pembayaran iuran BPJS
direspon beragam oleh peserta mandiri. Dukungan
sistem dan kemampuan ekonomi masing-masing
peserta menentukan keberlanjutan kepesertaan.
Korelasi antara perpindahan kelas kepesertaan
dan sistem pembayaran iuran secara kolektif dapat
diketahui pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa sejak
diberlakukannya sistem pembayaran kolektif sebanyak
79 persen responden tetap pada kelas yang sama,
sedangkan reponden yang pindah kelas kepesertaan
sebanyak 21 persen dengan rincian 6 persen
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Tabel 5. Uji chi square Perpindahan Kelas Kepesertaan dan Sistem Pembayaran luran Kolektif BPJS Kesehatan

Mendukung

Tidak Mendukung

Status Perpindahan Sistem Sistem Total RR 95% Cl o
Kelas Kepesertaan
n % n % Jumlah %
Pindah kelas 12 57,1 9 429 21 100 1,24 0,47-3,26 0,67
Tetap 41 51,9 38 48,1 79 100
Total 53 53 47 47 100 100

Tabel 6. Uji chi square Kepatuhan Pembayaran luran dan Sistem Pembayaran luran Kolektif BPJS Kesehatan

Mendukung

Tidak mendukung

Kepatuhan Sistem Sistem Total RR 95% ClI p
Pembayaran luran
n % n % Jumlah %
Patuh 38 62,3 23 37,7 61 100
Tidak Patuh 15 38,5 24 61,5 39 100 2,64 1,15-6,04 0,020
Total 53 53,0 47 47,0 100 100

responden naik dari kelas kepesertaan sebelumnya,
12 persen responden turun dari kelas kepesertaan
sebelumnya dan 3 persen responden menyatakan
berhenti dari kepesertaan BPJS mandiri dan sedang
dalam proses berpindah ke kelompok PBI.

Jumlah responden yang tetap pada kelas yang
sama atau tidak pindah kelas kepesertaan mempunyai
jumlah hampir sama baik antara responden yang
mendukung sistem pembayaran kolektif BPJS (51,9%)
dan yang tidak mendukung (48,1%).

Responden yang memilih pindah kelas
kepesertaan mempunyai jumlah responden yang
mendukung sistem pembayaran kolektif lebih
besar dibandingkan yang tidak mendukung sistem
pembayaran kolekiif.

Terdapat peserta yang naik kelas kepesertaan,
turun kelas bahkan berhenti dari kepesertaan BPJS
mandiri karena sedang berpindah ke kelompok PBI.
Namun demikian dengan adanya sistem pembayaran
iuran secara kolektif tersebut sebagian besar peserta
tetap pada kelas kepesertaan yang sama dan
menyatakan bahwa sistem pembayaran yang ada
saat ini mendukung peserta untuk berada pada kelas
kepesertaan yang sama (41%). Berdasarkan hasil uji
statistik diatas, menunjukkan bahwa tidak terdapat
hubungan antara sistem pembayaran iuran kolektif
dengan perpindahan kelas kepesertaan dengan nilai
p = 0.67.

Korelasi Sistem Pembayaran Kolektif Terhadap
Kepatuhan Pembayaran luran BPJS Kesehatan

BPJS mencatat bahwa setiap tahun jumlah
peserta BPJS mandiri yang menunggak pembayaran

50

iuran terus bertambah. Berbagai upaya dilakukan
untuk meningkatkan kepatuhan dan kolektibilitas.
Perubahan sistem pembayaran iuran juga merupakan
salah satu upaya untuk men-support kepatuhan
peserta dalam pembayaran iuran.

Berdasarkan Tabel 6, sebagian besar responden
tergolong patuh (61%) dalam hal pembayaran iuran
bulanan meskipun masih cukup banyak (39%)
responden yang tidak patuh dan menunggak dalam
pembayaran iuran bulanan.

Responden yang patuh membayar iuran
bulanan sebagian besar (62,3%) mendukung
sistem pembayaran kolektif, namun terdapat 37,7
persen yang sebenarnya tidak mendukung sistem
pembayaran kolektif. Ketidakpatuhan responden
dalam membayar iuran bulanan masih cukup besar,
responden yang mendukung sistem pembayaran
kolektif jauh lebih kecil (38,5%) dibandingkan yang
tidak mendukung sistem pembayaran kolektif
(61,5%)

Berdasarkan hasil uji statistik diatas, menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara sistem pembayaran
iuran kolektif dengan kepatuhan pembayaran iuran
dengan nilai p=0,020. Kepatuhan membayar iuran
BPJS tepat waktu akan meningkatkan dukungan
sistem pembayaran kolektif 2,6 kali dibandingkan
dengan mereka yang telat membayar iuran
bulanan.

PEMBAHASAN

Tahun 2019 merupakan target pencapaian
UHC, sehingga pemerintah melalui BPJS terus
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berupaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan
dan menjaga kesinambungan peserta BPJS Mandiri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden
cenderung tetap pada kelas kepesertaan yang sama
meskipun terjadi perubahan sistem pembayaran
iuran dari individu menjadi kolektif. Responden yang
memutuskan untuk menurunkan kelas kepesertaan
adalah karena terbebani dengan besaran iuran
pada kelas dua dan kelas satu yang semakin
mahal. Sedangkan responden yang memutuskan
untuk menaikkan kelas kepesertaan adalah adanya
perbedaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh
peserta BPJS. Pada kelas kepesertaan yang lebih
tinggi, pelayanan yang diterima juga lebih baik.
Responden cenderung patuh dalam hal pembayaran
dan sistem yang pembayaran kolektif juga dinilai
mempermudah pembayaran iuran.

Penelitian tentang keikutsertaan masyarakat pada
program BPJS terutama BPJS Mandiri, menunjukkan
bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikan
asuransi kesehatan sukarela adalah umur, pendidikan,
pekerjaan, status perkawinan, status dalam keluarga,
tempat tinggal, status ekonomi, status tempat tinggal,
kepemilikan obat tradisional dan kepemilikan riwayat
penyakit kronis (Intiasari, Trisnantoro and Hendrartini,
2015). Sejalan dengan penelitian tersebut, menurut
Pangestika (2017) variabel yang berhubungan dengan
kepesertaan sektor informal dalam BPJS Kesehatan
Mandiri antara lain pengeluaran rata-rata per bulan,
kemauan membayar, kemampuan membayar, dan
dukungan keluarga. Keadaan ekonomi masyarakat
sektor informal dan dukungan keluarga menjadi faktor
utama untuk mengikuti BPJS Kesehatan mandiri
(Febya Pangestika, Patria Jati and Ayun, 2017).

Hasil studi tentang keikutsertaan masyarakat
sektor informal pada BPJS Mandiri dalam JKN
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkorelasi
dengan kepemilikan asuransi kesehatan antara lain
umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jarak dan
transportasi, ketersediaan RS, pengetahuan tentang
asuransi kesehatan (literacy), pengalaman rawat inap
dan rawat jalan, jumlah anggota keluarga dan jumlah
pendapatan keluarga (Littik, 2008) (Vidyattama,
Miranti and Resosudarmo, 2014).

Tingginya antusiasme masyarakat untuk
mendaftar JKN mandiri ternyata tidak selamanya
berdampak positif. Penggunaan layanan kesehatan
oleh peserta BPJS Mandiri sejak pertama kali
mendaftar sampai dengan akhir bulan pertama
lebih besar dibandingkan dengan keseluruhan

jumlah peserta JKN. Namun, penggunaan mulai
bulan kedua hingga bulan kelima lebih kecil
dibandingkan dengan peserta JKN secara umum.
Hal ini menunjukkan adanya indikasi pendaftaran
JKN karena membutuhkan pelayanan kesehatan
dalam waktu dekat (Bappenas, 2015).

Hasil penelitian Rohmawati (2014) menunjukkan
bahwa terdapat 12% responden yang turun kelas
kepesertaan. Alasan responden yang turun kelas
kepesertaan antara lain merasa berat dalam
membayar iuran. Hasil penelitian menunjukkan ada
hubungan antara pendidikan dengan pemilihan jenis
iuran, ada hubungan antara pendapatan dengan
pemilihan jenis iuran (Rohmawati, 2014). Sedangkan
penelitian Intisari dkk (2017) menyimpulkan bahwa
perlu adanya konsep switching premi untuk
peserta BPJS Mandiri, terutama peserta yang
pensiun dari pekerjaan, menjadi peserta PBI. Hal
tersebut bertujuan untuk mengatasi keterlambatan
pembayaran dan keberlanjutan kepesertaan BPJS
Mandiri (Intisari, Trisnantoro and Hendrartini, 2017).
Sedangkan bagi peserta BPJS Mandiri yang merasa
keberatan terhadap besaran iuran sejak adanya
sistem kolektif, BPJS memberikan solusi untuk
mengajukan permohonan menjadi peserta PBI
(Maharani, 2016)

Terkait dengan kepatuhan dalam membayar
iuran, banyak peserta BPJS Mandiri yang tidak secara
konsisten melakukan pembayaran premi. Namun
saat ini BPJS telah memperluas jaringan kerja sama
untuk membuka chanel pembayaran iuran BPJS.
Peserta BPJS mandiri bisa dengan mudah membayar
iuran setiap bulan (Humphrey, 2005). Penelitian
yang dilakukan oleh Putri (2016) dan Rismawati
(2017) tentang faktor yang berhubungan dengan
kepatuhan peserta BPJS mandiri menunjukkan
bahwa terdapat hubungan bermakna antara tingkat
pendidikan, jumlah pendapatan, jumlah anggota
keluarga, motivasi dan persepsi dengan kepatuhan
peserta mandiri membayar iuran JKN (Putri, 2016)
(Rismawati, Lisnawaty and Jufri, 2017).

Selain itu menurut Pratiwi (2016), bahwa tempat
pembayaran iuran, pendapatan, pengeluaran rata-
rata perbulan, dan motivasi memiliki hubungan
signifikan terhadap keteraturan membayar iuran pada
pasien peserta mandiri JKN (Pratiwi, 2016). Hasil
penelitian tentang keberlanjutan pembayaran iuran
pada peserta BPJS mandiri menunjukkan hasil bahwa
sekitar 30% dari peserta mandiri di daerah survei
tidak membayar iuran sebagaimana seharusnya. Hal
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ini diperburuk dengan rendahnya tingkat pengetahuan
masyarakat terhadap pentingnya asuransi kesehatan
(insurance literacy) (Dartanto, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Aspek demografi menggambarkan
kecenderungan bahwa responden cenderung tetap
pada kelas kepesertaan yang sama, patuh dalam
pembayaran iuran dan mendukung adanya sistem
pembayaran kolektif yang ditetapkan oleh BPJS.

Perubahan sistem pembayaran BPJS Kesehatan
menjadi sistem kolektif atau satu keluarga dalam
KK tidak berhubungan secara signifikan terhadap
perpindahan kelas kepesertaan, karena perpindahan
kelas disesuaikan dengan kebutuhan peserta
berdasarkan kemampuan untuk membayar. Namun
demikian, adanya sistem pembayaran secara
kolektif tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan
pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.

Saran

BPJS Kesehatan perlu melakukan edukasi
dan sosialisasi secara kontinyu tentang sistem
pembayaran secara kolektif kepada seluruh peserta
BPJS Kesehatan. Selain itu BPJS Kesehatan
diharapkan untuk selalu meningkatkan kemudahan
akses dalam pelayanan, pembayaran dan administrasi
terkait kepesertaan.
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